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Foundation's Financial Management in the Perspective of Sharia Management

Abstract. The aim of this research is to determine the financial management of the Daruttahfidz An-
Nur Mataram Foundation and analyze the management of the Daruttahfidz Foundation from a Sharia
Management perspective. This research uses a qualitative approach with observation methods,
interviews and documentation. The data sources in this research are the founders, supervisors,
administrators, as primary data sources and teachers, student guardians, the community as secondary
data sources. The results of the research are: first, the financial management of the Daruttahfidz An-
Nur Mataram Foundation in general comes from donors, the government, the community and student
guardians. Meanwhile, its use is predominantly used for the construction and repair of Daruttahfidz
An-Nur Mataram Foundation facilities. Second, from a Sharia perspective, the financial management
of the Daruttahfidz An-Nur Mataram Foundation from its source is in accordance with Sharia views,
while the use of Daruttahfidz An-Nur Mataram Foundation funds has been used on objects that are in
accordance with sharia views and in accordance with statutory views. The implications of the results
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of this research can be a reference material for both the government and institutions to pay attention
to non-formal institutions being developed professionally and provided with appropriate assistance.

Keywords: Management, Finance, Sharia Management.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan Yayasan Daruttahfidz
An-Nur Mataram dan menganalisa pengelolaan Yayasan Daruttahfidz dalam perspektif Manajemen
Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah pihak pendiri, pembina, pengurus, sebagai
sumber data primer dan guru, wali santri, masyarakat sebagai sumber data sekunder. Hasil pada
penelitian adalah: pertama, pengelolaan keungan Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram secara
umum bersumber dari para donator, pemerintah, masyarakat dan wali santri. Sedangkan
penggunaannya lebih dominan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas Yayasan
Daruttahfidz An-Nur Mataram. Kedua, secara kaca mata Syariah, pengelolaan keuangan Yayasan
Daruttahfidz An-Nur Mataram dari sumbernya sudah sesuai dengan pandangan Syariah, sedangkan
penggunakan dana Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram telah digunakan pada objek yang sesuai
dengan pandangan syariah dan sesuai pandangan undang-undang. Implikasi hasil penelitian ini dapat
mejadi bahan acuan baik bagi pemerintah maupun Lembaga untuk memperhatikan Lembaga
nonformal dikembangkan secara professional dan diberikan bantuan secara layak.

Kata Kunci: Manajemen, Keuangan, Manajemen Syariah.

PENDAHULUAN

Yayasan di Indonesia menjadi salah satu lembaga yang banyak berkontribusi
dalam bidang pendidikan. Menurut Kemendikbud tahun 2022, jumlah yayasan di
Indonesia adalah sekitar 136.550 dari seluruh provinsi yang ada, provinsi NTB sendiri
jumlah yayasan sekitar 3.612. (Nia, 2024). Yayasan merupakan entitas hukum yang
memiliki niat dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan
didirikan sesuai dengan ketentuan formal yang telah ditetapkan dalam undang-
undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam undang-undang No. 28 tahun 2014
tentang perubahan atas undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan. Pada
tanggal 7 September 2004 undang-undang ini disetujui dalam rapat paripurna DPR,
dan kemudian disahkan oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri pada tanggal 6
Oktober 2004. Menurut undang-undang No. 16 tahun 2001 sebagai dasar hukum
positif yayasan. Jadi yayasan dapat dideskripsikan bahwa yayasan adalah badan
hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan. Pengelolaan dana pada yayasan yang diperoleh dari para Agnia,
dermawan, aspirasi pemerintah maupun dari dana Zakat Infak Shodakoh (ZIS)
bertujuan untuk memenuhi hajat masyarakat secara umum agar harta tersebut tidak
hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana diajarkan dalam QS.
Al-Hasyr Ayat 7, substansinya adalah distribusi harta sangatlah penting agar
perputarannya memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Secara etimologi kata
duulah dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7 bermakna terus berputar atau berpindah-pindah.
Sedangkan secara terminologinya duulah berarti perputaran atau aliran dana tanpa
ada hambatan. Demikian dijelaskan dalam Kitab Tafsir Al-Munir. (Fikriyyah &
Kurniawan, 2022)
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Manajemen adalah kemapuan seseorang dalam planning (merencanakan),
organazing  (mengorganisasikan), actuating  (menggerakkan),  motivation
(memotivasi), communication (berkomunikasi), leadership (memimpin), supervise
(mengawasi). (Faujiah dkk., 2023) Sedangkan manajemen dalam pandangan Islam
adalah seni pengelolaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau seorang manajer
disebuah lembaga yang berdasarkan prinsip yang diajarkan Al-Quran dan Hadis.
Manajemen dalam prinsip Islam yang disampaikan oleh Branine dan Pollard di
antaranya adalah intention (niat), tagwa (selalu mengingat Allah), kindness (berbuat
baik), justice (keadilan), trust (amanah), honest (jujur), conscientious of self
improvement (kesungguhan memperbaiki diri), sincerity and keeping promises
(ketulusan dan menepati janji), consultation (musyawarah) dan patient (sabar).
(Husni Kamal, 2023)

Manajemen pengelolaan keuangan adalah suatu proses dalam mengatur
aktivitas keuangan di suatu lembaga atau organisasi, aktivitas keuangan yang
dimaksud adalah bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakannya
secara efektif dan efesian. Manajemen keuangan meliputi menganggarkan,
perencanaan, pengelolaan, mengkaji atau menganalisa, menyimpan dan
menyalurkan dana. (Yulianto & Rita, 2023) Menganggarkan atau budget adalah proses
merencanakan arah penggunaan keuangan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam
pembiayaan pelaksanaan program suatu lembaga. Hal ini berkaitan erat dengan
jumlah dana yang akan dihabiskan dalam beberapa program tertentu dan jangka
waktu yang sudah ditetapkan. (Wattimury, 2023) TPQ Daruttahfidz An-Nur Mataram
di antara anggaran keuangannya diarahkan wuntuk operasional, wusaha,
pengembangan, maupun pembangunan fasilitas berupa gedung, perluasan lahan dan
lain-lain. Pamudji mengatakan, pengelolaan dititik beratkan pada dua faktor penting
yaitu pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah suatu hingga menjadi baru
dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan sebagai pembaharuan untuk memelihara
sesuatu agar tetap cocok dengan kebutuhan. (Sanusi & Darwis, 2023) Pengelolaan
dana TPQ Daruttahfidz An-Nur Mataram dimaksimalkan pada kebutuhan yang
paling urgent. Pengelolaan menurut Handoko adalah suatu proses dalam
menetapkan kebijakan kepada semua pihak yang terlibat dibawah lembaga usaha
atau yayasan dan mengawasi semua pihak dalam pelaksanaan program dalam
mencapai tujuan yang sudah ditentukan. (Kartika & Akmal Tarigan, 2022)

Lembaga Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram perencanaan pembiyaan
menjadi bagian penting di antaranya adalah mewujudkan tempat belajar, pembelian
lahan dan membangun tempat belajar. Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram
sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Al-Quran nonformal memiliki kewenangan
dalam menerima dan mengelola uang masyarakat umum untuk didistribusikan dan
dikelola untuk sebesar-besar kepentingan pendidikan, masyarakat secara umum
meyakini manajemen pengelolaan keuangannya Yayasan Daruttahfidz An-Nur
Mataram dikelola secara syariah. Berangkat dari fakta di atas termasuk beberapa fakta
lapangan di antaranya adalah lembaga ini memiliki santri 280-300 orang, memiliki
tenaga pengajar hingga lebih dari 20 orang, memiliki sampai 3 cabang, diakui oleh
pimpinan-pimpinan TPQ sekota Mataram. Lembaga ini memiliki banyak agenda
seperti MABIT setiap minggu, bulan dan setiap semesteran. Selain itu ada agenda
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Rihlah, HBN-HBI, jum’at berkah. Agenda ekstra kurikuler lainnya seperti pencak silat,
belajar kitab kuning atau diniyah, kaligrafi, tilawah, dan agenda lainnya.

Sebuah lembaga dengan program-program yang unggul tentu membutuhkan
dana besar untuk menjalani seluruh kegiatan. Kadang menjadi sebuah bencana jika
keuangan yayasan tidak mampu dikelola secara professional. Penggunaan keuangan
yayasan maupun lembaga TPQ hendaknya digunakan sesuai dengan batasan
diajarkan Al-Quran dan Hadist, baik arah penggunaan dana, tujuan investasi yayasan
tidak boleh pada unit-unit usaha yang mempraktekkan riba, maisir, gharar, dan
pengelolaannya harus transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, dana yayasan
boleh diupdate oleh siapapun jika terindikasi melakukan penggelapan dana. Hal ini
menjadi salah satu fenomena yang perlu gali dari Yayasan Daruttahfidz An-Nur
Mataram terkait transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan,
sehingga dapat menemukan titik terang yang tidak salah dipahami oleh masyarakat
maupun pihak lain, sehingga spekulasi terkait keuangan yayasan dapat terjawab
secara jelas. Tentu terkait spekulasi tersebut peneliti tidak berangkat dari asumsi
sendiri melainkan berangkat dari beberapa informasi dari beberapa informan, baik
pengurus, pembina, guru, maupun masyarakat. Selain itu, sebagai lembaga yang fokus
pada pendidikan Al-Quran perlu untuk diperjelas secara kompleks manajemen
keuangan yayasan sesuai perspektif manajemen syariah sehingga selain transparansi
dan akuntabilitas sumber dana dan arah penggunaan dana yayasan penting untuk
digali secara konferehensip.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor Molcong bahwa,
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan atau mendiskripsikan hasil
penelitian, data dengan lisan oleh pihak peneliti. (Adlini dkk., 2022) Penelitian ini
dilakukan di Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram, Lingkungan Karang Kelok
Kecamatan Selaparang. Pemilihan lokasi tesebut bertujuan guna mempermudah
mendapatkan data dan menganalisa terkait manajemen keuangan yayasan. Penelitian
ini berlangsung kurang lebih sekitar lima bulan, disesuaikan dengan kondisi dan
keadaan lapangan. Adapun metode yang digunakan ialah kualitatif dengan
instrument sebagai berikut; wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sedangkan dalam menganilis data yang diperoleh, peneliti mengikuti model,
Miles dan Huberman, yakni keduanya sepakat dalam menganalisis data melalui tiga
tahap, sebagai berikut berikut:

Gambar 1.1. Komponen Dalam Analisis Data (Thalib, 2022).

[Pengumpulan data] :[ Penyajian data ]

\[ Reduksi data ] < l
[

Penarikan ]
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam sebagai agama yang turun dari Allah SWT yang diajarkan melalui para
nabi dan Rosulnya yang membawa sebuah sistem kehidupan yang mengatur seluruh
lini kehidupan manusia yang sesuai denga apa yang digariskan dalam Al-Quran dan
Hadis harus menjadi refrensi utama dalam menjajaki kehidpun di dunia ini. Islam
tidak hanya megatur hubungan hamba dengan Tuhannya (hablumminallah)
melainkan Islam mengatur seluruh lini kehidpun manusia seperti hubungan hamba
dengan Tuhannya (hablumminallah), hubungan manusia dengan sesama manusia
(hablumminannas), hubungan manusia dengan alam semesta (hablumminal aalam),
sederhananya Islam secara kompleks mengatur bagian-bagian terkecil dalam
kehidupan munusia bagian ini dibahas dalam bab mu’amalah. Islam sebagai agama
rahmatanlilalamin memiliki aturan yang memberikan keadilan kepada seluruh alam
semesta. Islam mengatur urusan manusia dari perkara terkecil hingga perkara-
perkara besar, termasuk perkara manajemen. Dalam islam, manajemen yayasan salah
satu bagian yang tidak terlepas dari pembahasa figih mu’amalah, baik yang terkait
keuangannya, integritasnya, akuntabilitasnya, transparansinya, tanggungjawabnya,
profesionalitasnya, keadilannya, investasi, dan seterusnya. (El-Badriaty, 2018)

Sebagaimana yang diajarkan Allah SWT dalam Al-Quran manajemen yang
baik adalah mepertanggung jawabkan amanah yang diemban oleh setiap pengurus
untuk memberikan hasil terbaik dengan didasari niat yang baik yaitu mencari ridho
Allah SWT. Sebagai mana Hadist Nabi Muhammad SAW dalam kitab Hadist Arbain
karangan Imam An-Nawawi yang artinya: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan
(balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat
hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan
Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau
karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada
apa dia diniatkan." (HR. Bukhari). (Alifa Amalia Izzati dkk., 2022).

Hadist di atas menegaskan bahwa setiap pihak yang memiliki peran di Yayasan
Daruttahfidz Mataram hendaknya melepaskan kepentingan pribadi, seluruh tenaga,
waktu, harta dihibbahkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Jika kita mengacu
ke dalam undang-undang No. 28 tahun 2004 perubahan unadang-undang No. 16
tahun 2001 tentang yayasan menegaskan bahwa pendiri, pembina dan pengawas tidak
dibolehkan mencari keuntungan dari konstribusi yang dia berikan kepada yayasan
yang berupa tenaga, ide, waktu atau materi. Pembina, pendiri, pengawas dilarang
mendapatkan imbalan berupa honorium maupun nonhonorium. Dikecualikan
kepada pengurus yayasan yang bekerja untuk menjalankan seluruh kegiatan dan
program dibolehkan menerima upah atau gaji.

Maka untuk memastikan Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram pengelolaan
keuangannya berdasarkan dengan perinsip manajemen syariah maka perlu untuk
menganalisa secara mendalam menggunakan kaca mata manajemen dalam
perspektif manajemen syariah. Untuk mengukur hal tersebut ada beberapa yang
menjadi parameter untuk mengetahui secara pasti di antaranya adalah prinsip
amanah, prinsip kepemilikan, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip tanggung
jawab sosial, prinsip kepemilikan bersama dan prinsip distribusi ekonomi. Berikut
penjelasan dan analisanya secara rinci.
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1 Prinsip Amanah

Amanah adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul yang dijadikan sebagai landasan
moralitas bagi seluruh ummat manusia hususnya bagi ummat Islam. Sifat amanah
adalah bagaimana menjalani kehidupan bersosial dengan penuh rasa tanggungjawab,
sifat amanah akan menjadi prisai untuk tidak berbuat khianah dalam menjalankan
tugas sehingga tanggung jawab yang dipikul dilakaukan secara jujur hingga
melahirkan kesejahtraan bagi seluruh masyarakat Allah SWT berfirman:

S 1,8 ol LB g 285 15 Al 2 \J3§ 3 rgﬁj’k W) e
\iw, e Sy Sl o)

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyampalkan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah
maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.S. Al-Nisa.58)

Prinsip amanah erat kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap tugas
yang diemban. Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram memiliki bagan organisasi
sebagai organ yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan yayasan. Organ
yayasan ini sering disebut sebagai pengurus. Pengurus adalah orang yang
bertanggungjawab terhadap segala yang terjadi dalam lembaga dan orang yang
bertanggungjawab terhadap keberlanjutan serta kemajuan yayasan. Maka untuk
memastikan prinsip amanah dapat terlaksana di Yayasan Daruttahfidz An-Nur
Mataram harus membentuk organisasi yayasan yang akan bertanggungjawab dan
melaporkan setiap arah penggunaan dana yayasan yang harus memiliki prinsip dasar
yaitu transparansi dan akuntabilitas.

a. Pemegang Amanah (Struktur Organisasi Yayasan)

Dalam menjalani tugas selaku pengurus yayasan harus sesuai Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) dan sesuai dengan undang-undang yang
mengatur tentang yayasan, hal ini tertuang dalam undang-undang No. 16 tahun 2001
jo undang-undang No. 28 tahun 2004 dan PP No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan
UU Yayasan. (Mila, Yuliana Mila, Yuliana ,2023) Selain undang-undang sebagai
payung hukum yayasan, Islam juga menekan kepada setiap pengikutnya untuk
bersifat amanah atau responsibility atas tanggungjawab yang ia emban serta memiliki
kemampuan, profesionalitas dalam bidang tersebut untuk mengatasi terjadinya
kemudaratan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Hadistnya:

Relall LG aal se J) ¥lass 13
Artinya: “Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
Maka tunggulah kehancuran”. (HR. Bukhari No. 6015)

Hadist di atas menegaskan bahwa pengurus yayasan dituntut memiliki
kapasitas dalam jabatannya, sehingga tujuan didirikan yayasan dapat tercapai secara
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maksimal. Salah satu problem yang sering terjadi dalam struktur kepengurusan
adalah yang bersangkutan tidak memiliki kamampuan dalam jabatannya, sering
terjadi politisasi jabatan, praktek nepotisme dan seterusnnya, maka untuk
menghindari hal tersebut, yayasan harus kembali ke Al-Quran dan Hadist dan aturan
undang-undang yang mengatur tentang yayasan. Dalam UU No. 16 Tahun 2001
menentukan anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap
sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas
dari badan wusaha yang didirikan oleh yayasan. Ketentuan inipun sering
diselundupkan dengan menempatkan isteri, suami, anak, atau keluarga sementara
sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas
dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Dengan modus ini, maka lengkaplah
upaya penguasaan yayasan dan badan usaha yang didirikannya sebagai sarana untuk
memperoleh penghasilan dari keluarga tersebut. Dalam rangka perubahan undang-
undang tentang yayasan perlu diatur bahwa anggota pembina, pengurus, dan
pengawas yayasan beserta seluruh keluarga sedarah dan semenda dilarang menjabat
sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas
dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan.

Lembaga pendidikan, sosial dalam bentuk apapun kecuali lembaga usaha
milik pribadi maka sebaiknya menghindari meposisikan keluarga dekat sebagai
pengurus, apalagi dalam posisi yang berkaitan dengan keuangan karena hal tersebut
akan menimbulkan spekulasi masyarakat terhadap transparansi lembaga. Maka
dalam posisi ini sebaiknya struktur organisasi dipegang oleh pihak yang tidak
memiliki kepentingan pribadi karena lembaga yayasan bukan lembaga milik pribadi
sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang no. 16 tahun 2001 jo undang-undang
no. 28 tahun 2004. Sementara terkait struktur organisasi Yayasan Daruttahfidz An-
Nur Mataram selama ini tidak memiliki masalah karena struktur organisasinya diisi
oleh orang-orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan ketua Yayasan
Daruttahfidz An-Nur Mataram, hal ini tertuang dalam akte notaris yang dibuat sejak
dimulai mendirikan yayasan. Namun struktur organisasi lembaga-lembaga yang ada
di bawah pengawasan Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram saat ini belum
seluruhnya mendapatkan SK sebagai salah satu bukti sahnya atas penetapan
seseorang dalam menduduki posisi ketua, sekertaris maupun bendahara TPQ. Posisi-
posisi jabatan yang di tempati di TPQ dan Diniyyah saat ini hanya sebuah formalitas
namun tidak memiliki wewenang secara penuh secara independent dalam menjalani
tugas, khususnya dalam urusan keuangan.

Berdasarkan beberapa informasi yang peneliti dapat, kemunculan polemik ini
berawal dari pihak internal yang memiliki kapasitas di yayasan, yang menuntut untuk
mereshuffle struktur yang ada di lembaga TPQ dan Diniyyah. Namun terkait hal ini
beberapa pengurus memberikan komentarnya agar tidak terlalu ikut campur
terhadap pengelolaan lembaga TPQ dan Diniyyah. Maka secara struktur, organisasi
yayasan, lembaga TPQ dan lembaga Diniyyah memiliki struktur yang sesuai dengan
aturan dengan penunjukan kepala, sekertaris, dan bendahara lembaga TPQ dan
Diniyyah dari orang yang tidak terafiliasi dengan lembaga yayasan lain maupun
adanya hubungan kekeluargaan.
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Maka jika dilihat dari aturan yang mengatur tentang lembaga TPQ, TPA. TQA,
Rumah Tahfidz, dan sejenis. Lembaga-lembaga tersebut boleh bernaung di bawah
yayasan maupun Kementrian Agama dan penamaan lembaga tersebut boleh atas
nama pribadi. Dasar hukum TPQ ada di Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007
pasal 24 ayat 2 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan
bahwa pendidikan Al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an
(TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ), Tallimul Qur’an lilAulad
(TQA), dan bentuk lainnya yang sejenis yang membantu memberikan pendidikan
agama. Dan tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang audit
keuangan, namun setelah TPQ mendapat izin oprasional dari Kemenag dan
mendapatkan dan BOP maka pihak TPQ wajib membuat laporan keuangan sebagai
bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOP yang diberikan untuk
dilaporkan kepada pihak yayasan, ponpes maupun Kemenag kabupaten atau kota.
Sehingga dari data yang peneliti dapat, posisi yang di tempati oleh Ust. M. Haris
selaku pemilik TPQ An-Nurrussakinah dan istrinya ibu Marfuah selaku bendahara
tidak ada permasalahan karena posisi struktur tersebut sudah ada sebelum Yayasan
Daruttahfidz An-Nur Mataram didirikan.

Maka secara aturan organisasi yayasan dan lembaga pendidikan lainnya untuk
terlihat lebih etis, seharusnya posisi keuangan dipegang oleh pihak luar yang tidak
ada hubungannya kekeluargaan dan memiliki kemampuan serta menjunjung tinggi
prinsip integritas, hal tersebut bertujuan untuk menghindari spekulasi buruk
masyarakat dan menghindari dugaan praktek nepotisme dan lain-lain. Namun jika
pertimbangan tersebut atas dasar profesionalitas dan memiliki sifat amanah,
berintegritas tinggi bukan karena sanak family maka hal tersebut tidak dilarang, hal
tersebut sesuai dengan fatwa yang pernah di keluarkan oleh MUI DKI Jakarta
berbunyi, "Nepotisme yang dilarang oleh ajaran Islam adalah nepotisme yang semata-
mata didasarkan pada pertimbangan keluarga atau sanak family dengan tanpa
memperhatikan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang
akan diberi jabatan. Adapun nepotisme yang disertai dengan pertimbangan
kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi
jabatan, maka hal itu tidak dilarang. hal tersebut selaras Firman Allah SWT dalam Al-
Quran surah Al-Qashash Ayat 26:
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Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya”. (Al-Qashash Ayat 26)

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa seorang pekerja yang baik adalah
orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa
kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang penunjukan ketua,
sekertaris, bendahara sebagai salah satu bagian dari ajaran islam tentang pentingnya
manajemen yang sebagai penanggungjawab di setiap beban yang diemban. Hal ini
selaras dengan sebuah Hadis Nabi SAW yang mengatakan jika tiga orang berada
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dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari
mereka sebagai pemimpin. (Adrian & Anggraini, 2023)

b. Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (Amanah)

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah lembaga yayasan harus menjadi
prinsip dasar dalam pengelolaan kekayaan yayasan, karena lembaga yayasan adalah
lembaga sosial, lembaga hukum, pendidikan, lembaga ekonomi yang eksistensinya
untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yayasan Daruttahfidz An-Nur
Mataram sejauh yang peneliti ketahui, dalam pengelolaan dana yayasan sudah
dikelola secara transparansi dan akuntabilitas. Bukti pengelolaan keuangan yang
transparansi dan akuntabilitas adalah dibuktikan dengan catatan buku besar atau
buku akuntansi yang berkaitan dengan arah arus kas dan pencatatan dana masuk baik
dari donatur maupun dari hasil unit-unit usaha yang dimiliki yayasan.

Tentang akuntabilitas dan transparansi yayasan non-laba termasuk Yayasan

Daruttahfidz An-Nur Mataram sudah diatur dalam ISAK 35. Pada tanggal 11 April 2019
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan
ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian
laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif untuk periode
tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. ISAK 35 meliputi antara lain:
Laporan Posisi Keuangan
Laporan Penghasilan Komprehensif
Laporan Perubahan Aset Neto
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan (Laila & Hanifah, 2024)
Akuntabilitas atau accountability dalam konsep Islam dimaknai sebagai
pertanggungjawaban atau responsibilitas, akuntabilitas berasal dari bahasa Arab yaitu
diisitilahkan dengan musa’alah (4ebs). Musa’alah berbeda dengan 453w
(pertanggungjawaban). Kata mas’uliyyah lebih kepada akhlak, yaitu komitmen
seseorang untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan atau dikerjakan.

Amanah dengan akuntabilitas dalam konsep Islam memiliki makna yang
sama, secara makna akuntabilitas memiliki makna yang lebih luas dibandingkan
dengan makna akuntabilitas dalam konsep konvensional. Konsep Islam tentang
akuntabilitas lebih luas karena tidak hanya pertanggungjawaban seseorang dengan
apa yang ia kerjakan kepada atasannya tapi bekerja untuk memenuhi tuntutan
Tuhannya untuk berlaku amanah terhadap apa yang dipetanggungjawabkan kepada
dirinnya, sehingga sikap amanah atau akuntabilitas pada dirinya hakikatnya
memenuhi perintah Tuhan, artinya secara tidak langsung telah bersikap amanah
kepada manusia sesuai tuntutan secara administrasi dan atau standar dalam lembaga.

Sedangkan transparansi dalam konsep Islam diartikan sebagai kejelasan antara
harta pribadi dan harta kekayaan yayasan, perusahaan, maupun kekayaan negara.
Praktik transparasi keuangan publik pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar
Shidiq, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikut ini: "Aisyah mengatakan
bahwa ketika Abu Bakar Shidiq sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah
pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada
khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami
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mengirimkan kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar, lalu Umar
menangis dan berkata semoga Allah merahmati Abu Bakar, khalifah yang setelahnya
memiliki beban yang sangat berat. (Waluya & Mulauddin, 2021).

Dalam kisah tersebut dapat kita ambil substansinya bahwa transparansi dalam
Islam sangat penting untuk menunjukan integritas, sehingga dalam pengelolaan
keuangan yayasan transparansi memastikan dan memperjelaskan antara kekayaan
yayasan dan kekayaan pribadi. Kepercayaan antara sesama pengurus penting untuk
menjamin kelangsungan pembangunan yayasan. Kepercayaan tentu harus didasari
oleh kejujuran dan tanggung jawab. Namun dalam aturan administrasi, semua
lembaga wajib membuat catatan penggunaan kas lembaga karena catatan tersebut
menjadi bahan refrentasi jika terjadi permintaan terhadap update arah penggunaan
kas. Buku besar itu sangat penting karena sebagai bentuk pertanggungjawaban atau
accountability secara administrasi terhadap setiap rupiah yang keluar dari kas
lembaga, baik yayasan maupun lembaga usaha.

Akuntasi adalah seni mencatatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan
transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat
keuangan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Dari pengertian di atas dapat
kita ambil kesimpulan bahwa pencatatan buku besar sangat penting sebagai upaya
memperjelas seluruh kegiatan transaksi yang terjadi sebagai bukti dan informasi bagi
yang menggunakan pencatatan tersebut. (Yunita dkk., 2022). Dalam kosep Islam
pencatatan sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan
bukti jika suatu saat bukti-bukti transaksi tersebut dibutuhkan.

Dalam konsep undang-undang Pasal 3 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi mengatur
bahwa prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa kegiatan penyelenggaraan negara
harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas adalah tanggung jawab
seseorang untuk memastikan bahwa perannya dan kewajibannya sesuai dengan
hukum yang berlaku. Konsep akuntabilitas memiliki makna yang serupa dalam
pemikiran Islam seperti dalam definisi konvensional. Perbedaan mendasar antara
keduanya terletak pada tujuan utama dan sekunder. Tujuan utama akuntabilitas
dalam perspektif Islam adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai
pencipta, sementara tujuan sekundernya adalah pertanggungjawaban kepada
individu atau kelompok terkait dan organisasi atau instansi tertentu. (Mahendra dkk.,
2023)

2 Prinsip Kepemilikan Terbatas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan hak dan tanggungjawab
untuk mengelola seluruh isi bumi demi sebesar-besar kesejahtraan manusia. Walau
demikian, Islam tidak mengizinkan seseorang untuk menguasai kekayaan alam tanpa
batas, hal ini dibatasi oleh kepentingan masyarakat secara umum. Islam mengajarkan
tentang kepedulian antar sesama karena pada hakekatnya dalam harta seseorang ada
hak orang lain yang harus deberikan. Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram sebagai
salah satu lembaga dibenarkan secara hukum untuk kemudian menghimpun dana
dari masyarakat untuk kepentingan yayasan. sehingga eksitensi yayasan tidak bisa
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kemudian diwariskan kepada ahli waris maupun kepada pihak lain atas nama pribadi
karena eksistensi yayasan pada hakekatnya adalah menjambati hak orang lain yang
tidak tersalurkan secara sistematis dari kekayaan yang dimiliki masyarakat, terutama
masyarakat yang memiliki kekayaan lebih. Sehingga kepemilikan yayasan terhadap
seorang pendiri maupun sekelompok pendiri tidak bisa menjadi satu dalil hukum
yang dapat melegalkan bahwa yayasan tersebut dapat dimiliki secara pribadi.

Harta yayasan pada harta setiap orang terdapat harta orang lain yang wajib
disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga konsep zakat, sedekah,
infak, hadiah, wakaf merupakan konsep yang sangat sempurna dalam Islam sebagai
bentuk implimentasi tanggungjawab sosial terhadap makna dari keterbatasan harta
yang boleh seseorang miliki. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip kepemilikan
dalam perspektif konvensional. Prinsip kepemilikan dalam perspektif konvensional
tidak mengenal batas, konsep kepemilikan dalam konvensional memberikan ruang
secra regulasi untuk menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa dibebani
dengan kewajiban zakat harta. Sebagaimana dinyatakan dalam Firman-Nya dalam
QS. Al-Hadid Ayat 7:
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Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya
(amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan
(hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”.( QS. Al-Hadid Ayat 7)

Islam mengakui kepemilkan pribadi namun sebatas penguasaan secara zat dan
manfaat atau sering disebut dengan istikhlaf. Utomo (2023) menyatakan bahwa
penguasaan (istikhlaf) ini merupakan hal umum bagi seluruh manusia. Setiap
individu memiliki hak kepemilikan, meskipun bukan dalam bentuk kepemilikan
aktual yang sesungguhnya. Mereka diberi kekuasaan dalam hak kepemilikan, dengan
ketentuan bahwa kepemilikan aktual oleh individu tertentu dalam Islam harus
didasarkan pada izin dari Allah SWT. Dengan kata lain, individu tersebut
memperoleh hak memiliki harta secara aktual berdasarkan izin dari pembuat syariat.
Sebagai hasilnya, Islam mengklasifikasikan kepemilikan berdasarkan izin dari
pembuat syariat menjadi tiga jenis, yaitu (1) kepemilikan individu (milkiyyah
fardhiyah atau private property), (2) kepemilikan umum (milkiyyah 'amma atau
collective property), dan (3) kepemilikan negara (milkiyyah daulah atau state
property). (Kambali, 2021).

3 Prinsip Kerjasama (Ta’awun)

Tyjuan didirikannya yayasan adalah untuk saling tolong menolong (Ta’awun)
antar sesama, dalam mencapai tujuan Yayasan. Yayasan Daruttahfidz An-Nur
Mataram membentuk struktur organinasi yang akan menjalani sistem yayasan
sehingga dapat mencapai tujuan. Konsep kerja sama ini dalam Islam disebut sebagai
tolong menolong. Islam hanya mengenal konsep tolong menolong (Ta’awun) dalam
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kebaikan, Islam tidak membenarkan konsep tolong menolong dalam kejahatan.
Konsep tolong menolong ini merupakan perintah dalam Islam sebagaimana sabda
Nabi SAW:
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Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang
Mukmin, maka Alldh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Prinsip
kerjasama menjadi salah satu pilar utama dalam Islam, sedangkan berpecah belah
merupakan perbuatan yang tercela, sama halnya dengan urusan dunia Islam
mengajarkan untuk saling bahu membahu memperjuangkan keadilan bagi
masyarakat Sebagaimana ﬁrmanNya dalam QS Al-Maidah: 2 yang berabunyai

Artmya. Tolong—menolonglah kamu dalam (menger]akan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Demikian Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk saling membantu dalam
menjalani Muamalah dalam kehidupan. Membangun lembaga yayasan merupakan
kebaikan yang membutuhkan semua kalangan masyarakat karena yayasan sebagai
lembaga harus mampu menjambati kebutuhan mayarakat umum dan menjambati
niat baik masyarakat yang hendak menginfakkan hartanya.

4 Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Sebagai bentuk keseriusan Islam dalam urusan sosial adalah seseorang
digambarkan seperti satu tubuh yang utuh yang jika salah satu anggota tubuh
merasakan sakit maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit, sehinggga
dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan prinsip ta’awun yaitu saling tolong
menolong sesama tampa pandang bulu. Sehingga harta yang dimiliki seseorang harus
berorentasi untuk kepentingan masyarakat. Sehingga secara administrasi penting
bagi setiap orang yang mengemban tanggungjawab untuk memperhatikan sosial
dalam menjalani lembaga baik dalam ranah pendidikan, ekonomi, sosial maupun,
bisnis. ( Rois,dkk, 2021)(Kambali, 2021) Sehingga di Yayasan Daruttahfidz An-Nur
Mataram membentuk lembaga-lembaga pendidikan sebagai bentuk tanggungjawab
sosial yayasan dalam ranah pendidikan, namun dalam ranah sosial ekonomi yang
terkait ekonomi masyarkat sekitar karena keadaan yayasan yang belum stabil dan
belum mandiri secara ekonomi.
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Tanggungjawab sosial pada umumnya meliputi lingkungan masyarakat,
seperti kebersihan, kenyamanan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Keberadaan
lembaga tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat sekitar.
Selain itu, tanggungjawab pendidikan juga menjadi perhatian penting, hal ini yang
selama ini dilakukan oleh Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram, yaitu untuk
menghidupakan semangat pendidikan bagi anak-anak sekitar terutama dalam bidang
pendididkan Al-Quran. Keberadaan TPQ sebagai wadah untuk belajar Al-Quran
tidak hanya berdampak pada pengetahuan anak-anak tentang Al-Quran namun
berdampak juga kepada sosial masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk, sehingga
walaupun pada dasarnya perubahan tersebut didorong oleh rasa malu atau rasa tidak
pantas namun secara tidak langsung dapat memberikan perubahan sosial secara tidak
signifikan.

5 Prinsip Kepemilikan Bersama/Masyarakat Umum

Yayasan adalah lembaga hukum yang dibentuk untuk tujuan tertentu seperti
ekonomi, sosial, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain. Eksistensi sebuah yayasan
adalah membantu kepentingan masyarakat umum dengan mengajak masyarakat
yang memiliki kekayaan lebih untuk menyalurkan hartanya melalui lembaga yayasan
tersebut sehingga ekesistensi sebuah yayasan harus berorientasi pada kepentingan
umum bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Sehingga
kekayaan yayasan merupakan kekayaan bersama, kekayaan milik masyarakat atau
kekayaan milik umum.

Sehingga kekayaan yayasan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan
oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di dalam organ yayasan. Prinsip
transparansi adalah salah satu prinsip yang wajib diimplementasikan dalam
mengelola uang lembaga sehingga dapat memberikan kepercayaan dari masyarakat.
Islam menjamin kepemilikan pribadi masyarakat dan penggunaannya dirancang
untuk kepentingan orang banyak. Meskipun begitu, hal tersebut tidak berarti bahwa
Islam memberikan dukungan terhadap paham sosialis-komunis. Prinsip ini
mendorong negara untuk secara aktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang menggeser peran negara, namun
ekonomi Islam memberikan kewenangan Negara (Ulil Amri) untuk
menyeimbangkan sirkulasi kekayaan. Privatisasi yang liberal hanya akan melahirkan
ketimpangan sosial yang jauh dari tujuan ajaran Islam. (Kambali, 2021).

Dalam konsep yayasan kepemilikan bersama diartikan sebagai milik umum,
bersam dalam artian setiap orang berhak untuk menikmati kehadiran dan
sumbangsih dari yayasan. Yayasan Darutahfidz An-Nur Mataram salah satu tujuan
didirikannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak
yang ingin ikut belajar di dalamnya karena Yayasan Daruttahfidz dibangun atas dasar
kepentingan umat, kepentingan dakwah Al-Quran.

Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram merupakan salah satu dari sekian
lembaga yang ada, keberadaannya adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan
umat, kepentingan masyarakat, sehingga visi misinya harus orientasinya untuk
kepentingan umum. Seluruh kekayaan yayasan tidak boleh diorientasikan untuk
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kepentingan peribadi atau kepentingan kelompok karena hal tersebut melanggar
prinsip manajemen Islam maupun prinsip undang-undang dasar.

6 Prinsip Distribusi Ekonomi

Pada prinsipnya setiap lembaga pendidikan tidak seharusnya memposisikan
diri sebagai lembaga penerima dana saja, namun lembaga pendidikan harus mampu
menjadi satu pintu yang dapat membantu prekonomian masyarakat baik melalui
bantuan sosial, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu.
Kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola asetnya akan menjadi satu
kekuatan yang dapat meberikan opsi bagi lembaga pendidikan dalam memperluas
perannya. Sehingga penting bagi lembaga yayasan untuk memastikan bahwa
kekayaan yayasan tersebut tidak bercampur dengan kekayaan pembina maupun
pengurus yayasan. Untuk memastikan keamanan dalam distribusi ekonomi maka
perlu memastikan secara hukum baik undang-undang maupun syariat terhadap
kekayaan yayasan. Selain itu, dalam sebuah yayasan untuk mempu memberikan
bantuan secara finansial yayasan harus memiliki kemandirian secara ekonomi seperti
pembentukan lembaga usaha dan lain-lain.

Dalam hal ini Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram untuk saat ini belum
mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
masyarakat yang ada disekitar karena untuk saat ini Yayasan Daruttahfidz An-Nur
Mataram yang dalam fase pertumbuhan masih membutuhkan dana untuk
membangun dan pengadaan fasilitas belajar yang memadai sehingga dapat
memberikan kenyamanan kepada pelajar. Hal ini juga erat kaitannya dengan
pergerakan para organ yayasan yang tidak serempak dalam menjalankan sistem
yayasan yang sudah dibangun.

a. Kekayaan Yayasan dan Tujuan Distribusi

Eksistensi sebuah yayasan pada umumnya memiliki tujuan yang berbeda-
beda, ada yayasan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan prekonomian,
pendidikan, kesehatan, bakti sosial, lembaga bantuan hukum dan seterusnya.
Keberadaan Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram sebagai salah satu lembaga
pendidikan, kekayaan yang dimiliki yayasan harus atas nama Yayasan Daruttahfidz,
kekayaan yang bersumber dari unit-unit usaha maupun berupa kas yang didapatkan
dari para donatur tidak boleh dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Seluruh
kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemajuan yayasan, baik
kemajuan dalam pendidikan, pengembangan fasilitas, dan seterusnya. Para pendiri
yayasan harus memastikan kekyaan milik pribadinya dengan kekayaan yayasan
terpisah.

Adapun secara umum pengertian kekayaan dapat dilihat dari pengertian oleh
Kemenag. Istilah Mal berasal dari bahasa Arab yang artinya "Kekayaan." Sumbernya
adalah kata "mala" yang memiliki arti "cenderung.” Kekayaan dinamakan demikian
karena manusia cenderung menginginkannya. Pada awalnya, istilah "mal" digunakan
untuk merujuk kepada emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang. Namun seiring
waktu, istilah ini berkembang untuk mengacu pada benda-benda yang dimiliki dan
dikuasai oleh seseorang. Di masyarakat arab, kata ini sering digunakan untuk
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merujuk kepada unta, karena sebagian besar kekayaannya berbentuk unta. Dalam
konteks ini, "mal" mengacu pada harta benda dalam bentuk apa pun (Kementerian
Agama Republik Indonesia, 2010). Sehingga dapat diartikan bahwa Mal atau kekayaan
merupakan harta benda yang dimiliki yayasan untuk dijadikan sebagai sumber biaya
dan dikelola mejadi unit usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi yayasan
baik bentuk profit maupun pertumbuhan aset yang dimiliki yayasan. (Hamim &
Mas’ud, 2019)

Dalam undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu undang-undang
No. 16 tahun 2001 jo undang-undang No. 28 tahun 2004 pasal g ayat (1) menyebutkan
bahwa, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian
harta kekayaan pribadinya, sebagai kekayaan awal. Kekayaan pribadi yang dipisahkan
tersebut harus berdasarkan peraturan pemerintah yang dibuktikan dengan akta
notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) turunan dari ayat (1)
berbunyi, “pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.” (Novel dkk, 2022).

Jika dilihat dalam pandangan Islam yayasan sebagai lembaga sosial, maka
otomatis seluruh kekayaan yayasan adalah milik umat yang kekayaannya hanya boleh
digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai tujuan didirakannya yayasan. Islam
telah mengajarkan umatnya dengan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan
utama yang diajarkan melalui para Nabi dan RasulNya bahwa hendaknya memakan
makanan dari rizki yang halal. Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Quran surah Al-
Bagarah ayat 168:
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Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal

lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu
merupakan musuh yang nyata.”( Q.S.Baqarah ayat 168)

Harta yang bathil tidak hanya dilihat dari zohirnya atau zatnya tapi status
haram atau halalnya harta yang diperoleh dilihat dari siapa hakikat pemilik harta
tersebut, dari mana sumber harta tersebut dan bagaimana harta tersebut didapatkan.
Harta kekayaan yayasan merupakan harta milik umat yang dihimpun bukan untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan salah satu organ yayasan. Dalam hal ini
Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram telah menerapkan prinsip sesuai dengan
aturan manajemen dalam perspektif Islam dan undang-undang no.16 tahun 2001 jo
undang-undang no.28 tahun 2004 tentang pemisahan kekayaan yayasan dengan
kekayaan pribadi pendiri, pembina, pengawas dan pengurus yayasan.

Keuangan Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram tidak pernah dicampur
adukkan dengan harta kekayaan para pengurus, sehingga kerja para pengurus,
pembina atas dasar visi misi didirakannya yayasan. Bahkan realita yang peneliti
temukan di lapangan adalah banyak di antara pengurus dalam mengadakan agenda
yang berkaitan dengan kepentingan yayasan mereka menggunakan harta pribadi. Hal
ini menunjukkan harta kekayaan yayasan tidak pernah memiliki masalah.

Namun fenomena lain yang terjadi di yayasan Daruttahfidz adalah adanya
conflict of intrest antar pengurus yayasan, hal ini berkaitan dengan dana masuk yang
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dianggap bagian dari dana masuk yayasan yaitu dana yang ada lembaga TPQ dengan
alasan bahwa TPQ berada di bawah pengawasan yayasan. Konflik ini berawal dari
dugaan bahwa tidak ada kejelasan antara harta pribadi Ust. Haris selaku pendiri TPQ
dan yayasan Daruttahfidz dengan dana milik TPQ. Ditambah dengan beberapa
kejadian yang menjadi pemicu terjadinya spekulasi negatif terhadap Ust. Haris selaku
pendiri TPQ karena saaat yayasan Daruttahfidz didirikan bersamaan dengan itu Ust.
Haris melakukan transaksi besar di antaranya adalah pertama, membeli sebidang
tanah seluas dua are dengan harga mencapai 70 juta / are. Kedua, membangun rumah
di atas tanah tersebut. Ketiga, membeli mobil dengan harga mencapi 100 juta rupiah.
Keempat, memberangkatkan seluruh keluarganya untuk ibadah umrah, orang tuanya
hingga anak dan istrinya ditambah dengan beliau yang berangkat umrah mencapai
tiga kali. Namun semua dugaan di atas pernah di klarifikasi oleh Ust. Haris melalui
salah satu pangawas yayasan sehingga dapat dipastikan pengeluaran Ust. Haris tidak
ada kaitannya dengan kekayaan lembag.

Sehingga baiknya kekayaan harus dipisahkan dengan kekyaan pribadi
pembina, pengawas maupun pengurus karena yayasan merupakan entitas hukum
yang memiliki kekayaan yang terpisah, artinya sejak berdiri harta yayasan secara jelas
dibedakan dari harta pribadi pendirinya, serta terpisah dari harta pribadi individu
yang menjabat sebagai pembina, pengurus, dan pengawas. Dengan kata lain, tidak
diperkenankan adanya penggabungan atau pencampuran antara kekayaan yayasan
dan kekayaan pribadi. Kekayaan yayasan dapat berupa uang, barang, atau aset lainnya
yang diperoleh sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang
yayasan. Sumber kekayaan yayasan dapat berasal dari sumbangan atau bantuan yang
bersifat sukarela, wakaf, hibah, warisan, dan lainnya. Dalam mencapai tujuan dan
maksud didirikannya yayasan, yayasan dapat membentuk badan usaha yang sesuai
dengan sasaran yayasan, seperti pendirian lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lain
sebagainya. Jika badan usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan
tersebut harus digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan maksud yayasan,
dan tidak boleh dimiliki oleh individu yang terkait dengan yayasan.

Pasal 5 ayat (1) UU yayasan menjelaskan bahwa seluruh kekayaan yayasan
sepenuhnya berasal dari kegiatan usaha yayasan. Sebagai contoh, jika yayasan
bergerak di bidang lembaga pendidikan, maka seluruh hasil, baik berupa uang
maupun barang, sepenuhnya menjadi kekayaan yayasan. Oleh karena itu, anggota
pembina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima
gaji, upah, atau honorarium, sejalan dengan tujuan penggunaan kekayaan yayasan
untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan tersebut.

Sehingga jika kita lihat konsep kekayaan dalam Islam, maka dijelaskan dalam
Al-Qur'an bahwa kepemilikan sepenuhnya adalah milik Allah SWT. Frasa
"mulkussamawati wal-ardh" yang disebutkan dalam Al-Qur'an merupakan istilah
kunci yang menunjukkan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi adalah
kepunyaan Allah SWT. Frasa ini diulang sebanyak 18 kali di berbagai surah, semuanya
menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak dari seluruh isi alam semesta.
Terkait hal ini berikut di antara ayat yang mengeaskan tentang kepemilikan
kekayaan. Q.S Ali Imran :109(Hamim & Mas’ud, 2019).
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Artinya: Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan hanya
kepada Allah segala urusan dikembalikan.( Q.S Ali Imran :109)

Dan dalam ayat lain Q.S Al-Bagarah :29
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Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu
kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.
Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.( Q.S Al-Baqgarah :29)

Apabila diperhatikan ketentuan undang-undang yayasan Pasal 1 Angka 1,
dapat diinterpretasikan sebagai proses pembentukan yayasan dengan kekayaan yang
dipisahkan oleh pendirinya, yang nantinya akan menjadi total kekayaan yayasan
untuk tujuan tertentu di bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan, tanpa adanya
keanggotaan. Secara esensial, pemisahan kekayaan menurut UU ini memberikan
yayasan status badan hukum dan nilai pemisahan tersebut memberikan kapasitas
hukum serta nilai penting untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, dan
keagamaan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yayasan pada
dasarnya merupakan kekayaan yang diberi status badan hukum karena memiliki
tujuan dan maksud tertentu. Dari segi hakikat, pembentukan yayasan dianggap
sesuai jika dilakukan oleh satu orang pendiri yang menggunakan sebagian
kekayaannya sebagai modal awal yayasan. Penting untuk dicatat bahwa pengurus
yayasan bukanlah pemilik yayasan, melainkan merupakan organ yang ditunjuk untuk
menjalankan kegiatan khusus yayasan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU yayasan.
Lebih lanjut, pengawas, pembina, dan/atau pengawas yayasan juga tidak dianggap
sebagai pemilik yayasan berdasarkan UU, karena kedudukan mereka hanya sebagai
entitas hukum yang dapat mewakili yayasan dalam perbuatan hukum melalui
perantara manusia. Hubungan kepercayaan antara yayasan dan organ-organ yang
terlibat melibatkan pelaksanaan tugas dengan tanggungjawab penuh, I'tikad baik,
dan menghindari konflik kepentingan bagi organ dan anggotanya. (Suryamah & Nova
Lita, 2021).

b. Lembaga Usaha Yayasan

Pesantren maupun lembaga yayasan, sebagai lembaga pendidikan, tidak hanya
harus fokus pada penanaman nilai-nilai spiritual (‘ubudiyyah) kepada santri, tetapi
juga diharapkan dapat memberikan peningkatan keterampilan kepada peserta didik
agar mereka mampu mencapai kemandirian. Artinya, tujuan pesantren tidak hanya
terbatas pada pembentukan ilmuwan, melainkan juga mencakup pengembangan
individu menjadi tenaga terampil yang dapat memberikan kontribusi positif dalam
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lingkungan sekitarnya. Saat ini, ekonomi pesantren cenderung lebih menekankan
pada jumlah (banyaknya usaha namun kurang dalam mutu), sehingga diperlukan
upaya untuk memberdayakan ekonomi pesantren melalui unit-unit usaha yang
berlandaskan prinsip-prinsip Islam, efektif, inovatif, dan mampu menghasilkan santri
yang trampil dan berjiwa wirausaha. Demikian juga dengan lembaga yayasan yang
didirikan untuk kepentingan pendidikan, baik pendidikan ilmu umum maupun
pendidikan agama. Setiap lembaga pendidikan pasti membutuhkan dana sebagai
sumber biaya untuk menjalankan seluruh programnya sehingga selain dana yang
bersumber dari donator tapi juga dari unit-unit usaha yang dimiliki yayasan (Rahman
dkk., 2023).

Tentu sebagai Yayasan yang berbasis agama yang mengajarkan Al-Quran dan
pelajaran agama seharusnya dalam menata unit-unit usaha yang dimiliki yayasan
harus sesuai dengan etika dalam bisnis Islam. Karena bisnis seringkali lebih memilih
strategi daripada prinsip berdasarkan nilai, di mana keputusan strategis didasarkan
pada logika subsistem, yakni mencakup keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis
itu sendiri. Akibat dari kesadaran tersebut, upaya untuk mencapai keuntungan
dilakukan tanpa memandang cara. Meskipun tindakan yang diambil dapat merugikan
pihak lain, asalkan menguntungkan bagi pelaku bisnis atau perusahaannya, itu
dianggap sebagai pilihan bisnis. Pemahaman baru mengenai bisnis dianggap sebagai
hal yang tidak perlu atau mengada-ada. Ini dianggap sebagai upaya yang dapat
menyebabkan perubahan dalam sistem dan hukum bisnis. Bisnis dianggap telah
terbentuk secara kokoh dalam lingkungannya, sebagaimana dipahami oleh
kebanyakan orang “Bisnis adalah bisnis.” (El-Badriaty, 2018). Sehingga penting untuk
disadari bahwa lembaga pendidikan Al-Quran yang memiliki lembaga usaha harus
sesuai berdasarkan nilai-nilai dalam Islam.

Sebagaimana etika yang diajarkan Al-Quran terkait berbisni hendaknya
sumber maupun cara mendapatkan dana tersebut sesuai dengan cara-cara yang
halal/benar. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Bagarah Ayat 188:
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Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud
agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal
kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Bagarah Ayat 188)

Pengelolaan kekayaan yayasan merupakan bagian dari memanfaatkan rizki
dari Allah SWT untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar sebagaimana
diterangkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan harta di
Indonesia udah mengandung nilai-nilai maqashid syariah yang terdiri dari hifzh al-
mal (menjaga harta). Kedua, penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan harta memiliki relevansi yang jelas dengan nilai-nilai magqashid syariah.
(Wattimury, 2023).
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Secara hukum yayasan adalah lembaga nonlaba, yayasan merupakan lembaga
hukum yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok yang digunakan untuk
menghimpun dana dalam mencapai visi dan misi yayasan. Sehingga yayasan
membutuhkan dana dalam menjalani seluruh kegiatannya. Umumnya Yayasan
Daruttahfid An-Nur Mataram mendapatkan sumber dana dari para donatur.
Lembaga Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram termasuk dalam lembaga nirlaba
atau nonprofit organizations dikenal sebagai Badan Hukum Indonesia (BHI) yang
memiliki sifat nonprofit. Namun yayasan diberikan hak untuk mendirikan usaha
sebagaimana tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2001 tentang yayasan, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Yayasan dapat melakukan
kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara
mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram selama ini belum memiliki unit usaha
dan secara umum diperbolehkan mengelola sebagian anggaran yang dimiliki untuk
membuat lembaga usaha sebagai salah satu sumber dana yang bisa diharapkan
membantu biaya operasional dan kebutuhan lainnya. Lembaga yayasan bukan
lembaga usaha yang memberikan keuntungan kepada para donatur yang
menginvestasikan hartanya karena investasi ke yayasan merupakan investasi
ukhrowi. Konsep ini diajarkan dalam Islam bahwa perolehan harta dilakukan dengan
cara usaha (amal) atau mata pencaharian maliyah yang halal dan sesuai dengan
aturan Allah SWT. Ayat Al-Quran dan Hadits Nabi banyak yang mendorong atau
menganjurkan manusia untuk berusaha. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Mulk:
15 dan QS. Al-Bagarah: 267. Usaha ini merupakan usaha yang paling baik, yaitu
memperoleh harta dengan tangan dan tenaga sendiri. Hal ini seperti yang disabdakan
oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rufaah bin Rafi bahwa Nabi SAW
pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, Nabi SAW menjawab: “Setiap
usaha seseorang dengan tangannya (tenaganya) sendiri, dan setiap jual beli yang
baik”(Choirunnisak, 2017). Keberadaan yayasan merupakan bagian dari dedikasi
kepada masyarakat secara umum, baik dalam bidang pendidikan, agama, sosial,
kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Eksistensi Yaysan Daruttahfidz An-Nur
Mataram adalah sebagai wadah bagi masyarakat sekitar dalam memberantas buta
huruf Al-Quran.

Yayasan sebagai organisasi nonprofit yang pendiriannya tidak ditujukan untuk
memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia
No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan pasal 3 ayat (2) berbunyi “Yayasan tidak boleh
membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas”.
Meskipun demikian, yayasan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan
usaha tambahan guna mendukung pelaksanaan aktivitasnya di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat terlibat dalam kegiatan usaha, asalkan
usaha tersebut didirikan melalui suatu badan usaha terpisah yang melibatkan
kekayaan yayasan. Dalam konteks ini, yayasan tidak berfungsi sebagai entitas usaha
langsung dan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha secara langsung, sehingga
perlu melibatkan pendirian badan usaha tambahan. Adapun kegiatan usaha yang bisa
dilakukan oleh yayasan pada Pasal 8 undang-undang yayasan yakni kegiatan usaha di
mana disesuaikan pada maksud tujuan yayasan dan tidak bertentangan pada
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ketertiban umum maupun kesusilaan. Jika suatu badan usaha dibentuk oleh pihak
lain, maka aktivitasnya harus sejalan dengan niat dan tujuan yayasan tersebut. Selain
itu, ketentuan terkait partisipasi dalam berbagai jenis usaha yang memiliki potensi
dapat dilakukan dengan batasan maksimal sebesar 25% dari total kekayaan yayasan.
(Hanifah, 2022)

Sehingga dimaksud pada pasal 8 undang-undang yayasan adalah kebolehan
lembaga yayasan memiliki lembaga usaha yang mendukung tujuan dan maksud
didirikannya yayasan. misalnya yayasan tidak boleh menginvestasikan sebagian
kekayaanya melebihi dari 25% dari seluruh kekayaan yang dimiliki yayasan dan tidak
boleh meninvestasikan kekayaan ke sembarang perusahaan. Ruang lingkup kegiatan
usaha yayasan dapat mencakup beragam bidang, mulai dari hak asasi manusia, seni,
olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, hingga
ilmu pengetahuan.

7 Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan pilar utama dalam Islam, keadilan adalah prinsip yang
tidak boleh lepas dari seorang muslim karena keadilan akan memberikan kenyaman
bagi setiap yang berhubungan dengannya. Keadilan merupakan kunci utama dalam
mengelola kepentingan umum karena keadalilan akan menciptakan suasana yang
lebih kondusif karena meperlakukan setiap orang dengan adil sesuai dengan haknya.
Yayasan sebagai lembaga yang diberikan mandat dalam melayani umat harus
memegang prinsip keadilan sehingga kehadirannya dapat memberikan rasa keadilan
terhadap siapapun.

Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram sebagai salah satu lembaga
pendidikan harus memberikan rasa keadilan kepada setiap pelajar yang ada di
dalamnya. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah memperlakukan semua
santri dengan perlakuan yang sama. Termasuk pelayanan yang diberikan oleh
Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram tidak boleh pandang bulu karena
kemungkinan-kemungkinan tertentu, seperti santri tersebut adalah keluarga
pengurus yayasan, santri tersebut orang tuanya banyak sumbanganya. Karena
keadilan adalah printah Allah SWT sebagal mana tertuang dalam QS. Maidah ayat 8:

;va&,ydx;;:rﬁw} Y L_Mj\u ;\mef,;\f.\wﬂ vl
ng\.&:\w 4.\5\\)4; &).a.‘ﬁuj: )j

Artinya, “Hai orang-orang yang berlman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah
sekalipun kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku
tidak adil. Hendaklah berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa.
Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian
kerjakan,” (Surat Al-Maidah ayat 8)

Ayat di atas dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang akan selalu relevan
dalam setiap keadaan dan kondisi yang kaitannya dengan putusan-putusan hukum
yang objeknya adalah masyarakat umum. Islam mengajarkan kepada pemegang
kekuasaan untuk berlaku seadil-adilnya tanpa memandang suku, ras, maupun

——\
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agamanya. Implementasi yang dilakukan oleh Yayasan Daruttahfidz An-Nur
Mataram adalah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bisa ikut
belajar di TPQ tanpa harus bayar infak jika tidak mampu. Selogannya adalah “Geratis
bagi yang tidak mampu, kaum du’afa dan bagi yatim piatu”. Termasuk dalam
berkegiatan yang membutuhkan dana, Yayasan Daruttahfidz melalui lembaga TPQ
tidak membeni pihak yang tidak mampu.

Karena pada hakekatnya, mendirikan sebauh yayasan adalah bukan untuk
tujuan kepentingan pribadi maupun kelompok dengan meraup keuntungan dari
pendapatan yayasan. Yayasan sebagai lembaga pendidikan harus memberikan rasa
keadilan kepada setiap orang sehingga yayasan berdiri sebagai salah satu entitas yang
dapat meberikan pelayanan yang penuh tanggungjawab kepada semua orang. Konsep
keadilan tidak bisa dibatasi dengan dimensi tertentu namun keadilan memiliki
dimensi yang sangat luas tergantung kepada kapasitas perorangan atau lembaga
tersebut. Seperti lembaga pendidikan harus memberikan keadilan kepada seluruh
pelajar, guru, maupun staf yang ada di dalamya, perusahaan harus menghadirkan rasa
keadilan kepada seluruh karyawannya, pemerintah harus memberikan rasa keadilan
kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, demikian juga dengan keadilan yang
dihadirkan dalam sebuah rumah tangga yang dimensi implementasinya lebih sempit,
yaitu kepala rumah tangga harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh anggota
yang tinggal di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari observasi, wawancara,
dokumentasi di lapangan melalui informan dan berdasarkan analisa yang mendalam
dari peneliti maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan di Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram secara umum
lebih difokuskan kepada pembangunan dan pengembangan fasilitas gedung
karena hal ini disesuaikan dengan tujuan awal dibentuknya yayasan, yaitu
membentuk lembaga yayasan sebagai lembaga hukum untuk menghimpun dana
guna membantu TPQ yang tidak memiliki tempat belajar yang berlangsung selama
bertahun-tahun dan memiliki jumlah santri mencapai ratusan orang. Sehingga kas
yayasan hampir 99% dikelola untuk pembangunan fisik seperti gedung, perluasan
lahan, dan fasilitas lainnya. Dan belum ada kas yayasan secara husus diberikan
untuk membantu kegiatan oprasional TPQ dan Diniyyah. Biaya oprasional TPQ
dan Diniyyah seluruhannya diambil dari uang infak bulanan santri.

2. Pengelolaan keuangan Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram jika dilihat dengan
kaca mata syariah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaannya sudah sesuai
dengan manajemen syariah, seperti sumber dana yayasan, bersumber dari sumber-
sumber yang halal. Demikian juga dengan penggunaan kas yayasan, arus kasnya
sesuai dengan syariah, lebih-lebih Yayasan Daruttahfidz An-Nur Mataram adalah
lembaga pendidikan Al-Quran. Namun pengelola yayasan adalah manusia biasa
yang tidak lepas dari kesalahan, maka beberapa kekeliruan yang kadang dilakukan
seperti tidak melakukan pencatatan terhadap sumber maupun arah penggunaan
kas secara profesional (tidak tertib administrasi) sehingga beberapa sumber dana
dan penggunaan kas tidak diketahui secara jelas arahnya. Hal tersebut dapat
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mempengaruhi spekulasi dari masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas
yayasan.
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